GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR o TAHUN 2021

TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERIODE PENERIMAAN BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN
BULAN DESEMBER 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mepiqgkatkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupqtcn dan kotsf
di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan bagi
hasil dana penerimaan pajak bahan bakar kendaraan
bermotor pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi daq
pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi
hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah
kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pajak
bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi
dan penerimaannya dibagikan kepada pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan
Oktober sampai dengan Bulan Desember 2020;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Sclatan
scbagai  Undang-Undang  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1 106);

Dipindai dengan CamScanner



10.

11,

-2-

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2007 Nomor 13);
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12. Peraturan Dacrah Provinai Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan
Sclatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2011 Nomor 5);

13. Peraturan Gubermur Kalimantan Selatan  Nomor 092
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Dacrah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan  Nomor 071
Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Kecuangan Dacrah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);

14. Peraturan Gubermnur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Duaerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Peloksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERIODE PENERIMAAN BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN
BULAN DESEMBER 2020.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Dacrah adalah Provinsi Kalimantan Seclatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

3. Pemenntah Daerah adalah Gubernur scbagai unsur penyclenggara
pemenntahan daerah yang memimpin pelaksanasan urusan pemernntahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Daerah Kabupawen/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di  Provinsi
Kalimantan Selatan.

5. Pemenntah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Kalimantan Selatan.

6.  Bupau/Walikota adalah Bupati/ Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.
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7. Badan Kcuangan Dacrnh yang sclanjutnya  disebut  Badan adalah
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanjn Dacrah Knbupnten/Kota yang selanjutnys
discbut APBD Kabupaten/Kotn adalnh Anggaran Pendapatan dan Belanjs
Dacrah Kabupaten/Kota di Knlimantan Selatan,

9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenia bahan bakar calr ntau
gas yang digunakan untuk kendarann bermotor.

10. Pajak Bahan Bakar Kendarann Bermotor yang selanjutnyn disinghat IUHIR A}
adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor,

BAB Il

HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
YANQ DIBAGI

Pasal 2

Hasil penerimaan PBB-KB merupakan dana bagi hasil, yang dibagikan kepada
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupnaten/kota untuk periode Bulan Oktober
sampai dengan bulan Desember 2020 schesar Rp205.473.832.784,50 (dus ratus
lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tign puluh dua ribu
tujuh ratus delapan puluh empat rupinh lima puluh sen), dengan alokasi sehagni
berikut:

a. pemerintah  provinsi  scbesar  30% x  Rp205.473.832.764,50 =
Rp61.642.149.835,35 (cnam puluh satu miliar enam ratus cmpat puluh dusa
juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah
tiga puluh lima sen); dan

b. pemerintah kabupaten/kota sebesar  70% x  Rp205.473.832.784,50 -
Rp143.831.682.949,15 (scratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tiga
puluh satu juta enam ratus dclapan puluh dua ribu sembilan ratus empat

puluh sembilan rupiah lima belas sen).

BAB 111
POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA
Bagian Kesatu
Pola Pembagian
Pasal 3

(1) Alokasi dana penerimaan PBB-KB yang menjadi bagian pemerintah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diatur dan
ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut:

a. dibagi rata untuk semua kabupaten/kota sebagai aspek pemerataan,
b. dibagi berdasarkan potensi sebagai berikut:

1) panjang jalan; dan

2) pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.,

(2) Pembagian dana bagi hasil pencrimaan PBB-KB untuk masing-masing
pemerintah kabupaten/kota untuk periode pencrimaan bulan Oktober sampai
dcnga_n bulan Desember 2020 adalah scbagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.
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Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran
Pasal 4

(1) Gubemur melalui Badan Keuangan Dacrah Provinsi akan mentransfer dana
bagi hasil penerimaan PBB-KB bagi kabupaten/kota ke rekening kas umum
dacrah kabupaten/kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur ini.

(2) Transfer dana bagi hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diterima pemerintah kabupaten/kota selambat lambatnya sebelum triwulan
berikutnya.

Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 5

(1) Penerimaan dana bagi hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), harus dicantumkan dalam APBD masing-masing kabupaten/kota.

(2) Pencantuman dana penerimaan PBB-KB dalam APBD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak kabupaten/kota.

BAB IV
PENGGUNAAN
Pasal 6

Tata cara penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil penerimaan PBB-KB diatur
dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sectiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.
Ditetapkan di Banjamasin
pada tanggal 23 Apnl

P). GUBERNUR KALIMANT.

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 232 gpr) 202

P). SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

4
UZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR /3
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LAMPIRAN

A AN QUBERNUR NOMOR /

HASIL PENE
UNTUK

PROVINSI

BULAN Uﬁwmgmmw 2020

DAFTAR BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN JKOTA
PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2020

7 TAHUN 2021 TENTANG BAG!
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

RIMAAN PAJAK BAHAN

PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA PERIO

DAN

DE BULAN OKTOBER SAMPAl DENGAN

50% DIBAGI RATA

50% DIBAGI BERDASAR POTENSI JUMLAH PEMBAGIAN
MASING-MASING
No | KaB/kOTA | ALOKASIPERKAB/ 25% BERDASARKAN PANJANG JALAN KAB / KOTA 25% BERDASARKAN PEMAKAIAN BBKB m.».w Nm_\%‘;
Pt P IANC | PERSENTASI | ALOKASI PER KAB / KOTA| ~ PEMAKAIAN | PERSENTASI | ALOKASI PER KAB / KOTA (Rp.)
{Bo (%) (Rp.) ( Liter) (%) (Rp)
) @ B @ ) 6 ) ® ©) 110=3:649)
1 |BATOLA 5.531.987.805,74 628,13 5,60 2.013.643.561,29 10.814.180,00 1,35 485.431.929,95 8.031.063.296,98
2 |BANJARMASIN 5.531.987.805,74 790,13 7,04 2.531.437.619,90 77.640.609,00 24,49 8.806.094.788,56 16.869.520.214,20
3 |BANJARBARU 5.531.987.805,74 555,28 4,95 1.779.917.076,49 31.210.697,00 3,57 1.283.697.770,32 8.595.602.652,55
4 |BANJAR 5.531.987.805,74 781,39 6,97 2.506.267.075,39 32,135.248,00 3,80 1.366.400.988,02 9.404.655.869,14
5 |TAPIN 5.531.987.805,74 617,15 5,50 1.977.685.640,55 52.646.559,00 6,66 2.394,797.521,10 9.904.470.967,39
6 |HSsS 5.531.987.805,74 859,36 7,66 2.754.376.728,47 16.135.765,00 2,02 726.349.998,89 9.012.714.533,11
7 |usT 5.531.987.805,74 725,33 6,47 2.326.477.471,70 12.025.000,00 1,55 557.347.771,43 8.415.813.048,87 |
8 [Hsu 5.531,087.805,74 672,25 5,99 2.153.879.452,16 7.684.000,00 0,97 348.791.831,15 8.034.659.089,05
9 [BALANGAN 5.531.987.805,74 904,13 8,06 2.898.208.411,42 4.653.000,00 0,63 226.534.900,64 8.656.731.117,81
10 |TABALONG 5.531.987.805,74 328,82 2,93 1.053.567.077,60 102.483.059,00 20,30 7.299.457.909,66 13.885.012.793,01
11 |TANAH LAUT 5.531.987.805,74 1.826,63 16,28 5.853.949.496,03 45.054.481,00 5,00 1.797.896.036,86 13.183.833.338,63
12 |TANAH BUMBU 5.531.987.805,74 1.586,12 14,14 5.084.449.992,25 122.853.066,00 17,94 6.450.850.980,27 17.067.288.778,25
13 |KOTABARU 5.531.987.805,74 943,04 8,41 3.024.061.134,00 142.029.637,00 11,72 4.214.268.3 19,41 12.770.317.250,15
JUMLAH 71.9185.841.474,62| 11.217,76 100,00 38.957.920.737,27 | 687.365.301,00| 100,00 35.957.920.737,27 | 143.831.682.949,15
Pj. GUBERN

KALIMANTAN SELATAN,

Dipindai dengan CamScanner



